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Abstract

This paper aimed to determine the objects mortgage rights above land owned by third parties that col-

 the law number 4 

of 1996 on mortgage. This research is a prescriptive normative legal research, with a statue appoarch. 

The types and source data is Source of secondary data that comprise a primary law and secondary law. 

Method of collecting legal materials is document study. Law number 4 of 1996 on mortgage implicity 

explains the involvement of third parties in the granting guarantee of mortgage rights, the rules same 

with the guarantees given by the debitor it self, because third parties also been regarded as a second 

debitor in the credit agreement after handing over ownership of the mortgage right. Then the third par-

ties and the debitor has been considered the same position on that credit agreement. Preventive legal 

in the mortgage contaired in article 23 of law number 4 of 1996 on mortgage, providing for sarctiors im-

future is expected to improve the law number 4 of 1996 on mortgage about provisions that explains the 

involvement of third parties in the granting of land right guarantees to anticipate the implementation of 

credit with a guarantee land owned by third parties.

Keywords: Credit Agreement, Mortgage, land owned by third parties, legal protection

Abstrak

Artikel  ini bertujuan untuk mengetahui obyek Hak Tanggungan atas tanah milik pihak ketiga yang dija-

dikan jaminan Hak Tanggungan di lembaga keuangan perbankan oleh Debitur Berdasarkan Undang-

-

matif bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber data adalah sumber 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan 

secara tersirat menjelaskan keterlibatan pihak ketiga dalam pemberian jaminan Hak Tanggungan, pen-

gaturannya sama dengan jaminan yang diberikan oleh Debitur sendiri, karena pihak ketiga telah diang-

gap sebagai debitur kedua setelah menyerahkan kepemilikan Hak Tanggungan. Sehingga pihak ketiga 

dan debitur dianggap sama kedudukannya dalam perjanjian kredit. Perlindungan hukum preventif pihak 

-

ketentuan-ketentuan yang menjelaskan tentang keterlibatan pihak ketiga pemberian jaminan hak atas 

tanah untuk mengantisipasi akibat hukum pelaksanaan kredit dengan jaminan tanah milik pihak ketiga. 

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan, Tanah Milik Pihak Ketiga, Perlindungan Hukum.
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A. Pendahuluan 

Perbankan merupakan sebuah lembaga 

keuangan yang menjadi pilar utama bagi per-

cepatan pembangunan ekonomi nasional yaitu 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemer-

ataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas na-

sional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

badan usaha yang menghimpun dana dari ma-

syarakat dalam bentuk simpanan dan menyalur-

kannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jasa 

Bank sangat penting dalam pembangunan eko-

lembaga keuangan yang mampu memberikan 

dukungan dana bagi perkembangan dunia usa-

ha. Berkembangnya dunia usaha akan mendo-

rong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pen-

(Susanti, 2014: 1). Seperti yang tercantum dalam 

7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu fungsi 

utama perbankan Indonesia yaitu penghimpun 

dan penyalur dana masyarakat, oleh karena itu 

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan 

sangat berpengaruh dalam pertumbuhan eko-

Pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank 

diawali dengan adanya perjanjian kredit antara 

kreditur dengan debitur. Perjanjian kredit adalah 

perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, seb-

agai perjanjian prinsipiil maka perjanjian jaminan 

adalah assessor-nya. Maka ada dan berakh-

irnya perjanjian jaminan bergantung pada per-

janjian pokok. Arti riil disini ialah bahwa terjadin-

ya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan 

uang oleh Bank kepada nasabah debitur (Her-

mansyah, 2005: 71). Jika penyerahan belum 

terlaksana, maka hutang belum dianggap lahir 

walaupun sudah diperjanjikan. Kredit yang di-

berikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga 

dengan demikian dalam pelaksanaannya Bank 

harus memperhatikan asas-asas perkreditan 

yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut 

maka dibutuhkan jaminan pemberian kredit un-

tuk memberikan keyakinan atas kemampuan 

dan kesanggupan debitur untuk melunasi hu-

tangnya sesuai dengan yang diperjanjikan 

(Jamal Wiwoho, 2011: 89). Dalam pemberian 

kredit, pihak bank perlu adanya keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur dalam 

membayar, untuk itu dalam pemberian fasilitas 

kredit bank terlebih dahulu melakukan penilaian 

terhadap nasabah menggunakan prinsip 5C 

berdasarkan asas kehati-hatian yaitu: character 

(watak), capacity (kemampuan), capital (modal), 

conditions of economic (kondisi ekonomi), dan 

collateral (jaminan) ( Susanti, 2014: 2). Jaminan 

yang diberikan oleh Debitur kepada Bank san-

gat beragam, dalam perbankan terdapat salah 

satu jaminan yaitu berupa tanah, yakni tanah 

yang memiliki hak atas tanah tertentu yang dia-

tur dalam undang-undang yang dapat dibebani 

oleh Hak Tanggungan. Hak tanggungan dapat 

dibebankan pada Hak milik, Hak Guna Usaha 

dan Hak Guna Bangunan. 

Jaminan hak tanggungan atas tanah sering 

digunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit 

karena tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi 

dan selalu meningkat dari waktu kewaktu. Dalam 

realitas pelaksanaan perjanjian kredit banyak 

ditemui Debitur menggunakan jaminan dengan 

atas nama pemegang haknya adalah pihak lain 

bukan dirinya, dalam hal ini sering disebut den-

gan pihak ketiga. Terlibatnya pihak ketiga dalam 

perjanjian kredit ini dapat diartikan bahwa pihak 

ketiga dapat menanggung pelunasan kredit oleh 

Debitur, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 

1820 KUHPerdata dijelaskan bahwa penang-

gungan adalah suatu perjanjian dengan mana 

seorang pihak ketiga, guna kepentingan si ber-

piutang, mengikatkan diri untuk memenuhi peri-

katan si berhutang manakala orang ini sendiri 

tidak memenuhinya. 

Jaminan hak tanggungan atas tanah milik pi-

hak ketiga tidak akan menjadi masalah jika debi-

tur memang memenuhi prestasi seperti yang di-

perjanjikan dalam perjanjian kredit namun akan 

sangat merugikan pemberi hak tanggungan 

yang bukan merupakan debitur jika debitur wan-

miliknya. Dan memang pada prakteknya hal 

itu sering terjadi, dimana Penerima kredit tidak 

dapat melaksanakan atau memenuhi kewajiban-

nya untuk melunasi segala ketentuan yang telah 

disepakati oleh Debitur dan Kreditur. Dalam hal 

ini sangat merugikan pihak ketiga karena hak-

hak pihak ketiga belum mendapatkan perlind-
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ungan dalam undang-undang hak tanggungan. 

Lain hal nya dengan kreditur, dalam undang-

undang hak tanggungan telah mengatur tentang 

perlindungan kreditur yaitu diatur dalam Pasal 

1996 Tentang Hak Tanggungan. Pihak ketiga 

tidak mempunyai hubungan hukum langsung 

dengan pihak bank, pihak ketiga hanya mempu-

nyai hubungan hukum langsung dengan Debi-

tur sehingga pihak ketiga hanya mendapatkan 

perlindungan hukum dari pihak Debitur sesuai 

dengan perjanjian yang dibuat dengan pihak ke-

tiga. Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  

di  atas,  penulis  ingin membahas  lebih  dalam  

lagi  mengenai jaminan hak tanggungan atas ta-

nah milik pihak ketiga dalam perjanjian kredit di 

lembaga keuangan perbankan berdasarkan un-

dang – undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak 

tanggungan.

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam 

penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif atau dikenal 

juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti ba-

han pustaka yang terdiri dari bahan hukum prim-

er dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud 

Marzuki, 2014:55-56).

Sifat penulisannya adalah preskriptif, Seb-

agai ilmu yang bersifat prespektif , obyek ilmu 

hukum adalah kohesi antara norma hukum 

dan prinsip hukum serta antara aturan hukum 

dan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 

2014:41). Penelitian hukum ini dilakukan untuk 

memecahkan isu hukum yang ada dan untuk 

memberikan preskripsi mengenai apa yang sey-

ogyanya. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan undang-undang (statue appoarch) 

yang dilakukan dengan menelaah peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang ber-

sangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan metode si-

logisme melaui pola pikir deduksi atau deduktif. 

Pola pikir deduktif terdapat 2 premis yaitu premis 

mayor dan premis minor, premis mayor adalah 

aturan hukum sedangkan premis minor adalah 

fakta hukum. dari kedua hal tersebut kemudian 

dapat ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud Mar-

zuki, 2014:90).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

-

hun 1996 tentang Hak Tanggungan, pengertian 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang di-

bebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-

pokok agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut 

benda lain yang merupakan satu kesatuan den-

gan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kredi-

tor lain. Dalam lembaga keuangan perbankan 

untuk dapat mendapatkan fasilitas kredit, tanah 

yang akan dijadikan jaminan dapat merupakan 

milik orang lain atau bukan milik Debitur, yang 

sering disebut dengan milik pihak ketiga. Un-

tuk dapat menjelaskan keterlibatan pihak ketiga 

penjaminan hak atas tanah dalam perjanjian 

kredit, penulis akan memaparkan terlebih dahu-

lu subyek dan Obyek Hak Tanggungan. Dimana 

subyek dan obyek Hak Tanggungan merupakan 

hal yang terpenting dalam terbentuknya jaminan 

Hak Tanggungan, subyek dan obyek Hak Tang-

gungan yaitu:

a. Subyek Hak Tanggungan 

Pengaturan mengenai Subyek Hak Tang-

gungan tercantum dalam Pasal 8 Undang-

Tanggungan, Subjek Hak Tanggungan terdiri 

dari:

1) Pemberi Hak Tanggungan

Pemberi Hak Tanggungan adalah 

orang perseorangan atau badan hukum 

yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap 

objek Hak Tanggungan yang bersangku-

tan (Salim HS, 2011: 103-104). Dengan 

demikian oleh karena objek Hak Tang-

gungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usa-

ha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai 

-

gan ketentuan Pasal 8 Undang-undang 

-

gungan itu yang dapat menjadi pemberi 

Hak Tanggungan adalah orang peroran-

gan atau badan hukum yang dapat mem-

punyai Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas 
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tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Ke-

wenagan pemberi Hak Tanggungan harus 

sudah ada pada saat pendaftaran Hak 

Tanggungan dilakukan. Hal ini mengingat 

bahwa lahirnya Hak Tanggungan adalah 

pada saat didaftarkannya Hak Tanggun-

gan tersebut dan untuk itu harus dibukti-

kan keabsahan dari kewenangan tersebut 

pada saat didaftarkannya Hak Tanggun-

gan yang bersangkutan. 

2) Pemegang Hak Tanggungan

Pemegang Hak Tanggungan adalah 

orang perseorangan atau badan hukum 

yang berkedudukan sebagai pihak yang 

berpiutang (Salim HS, 2011: 103-104). 

Hak Tanggungan sebagai lembaga jami-

nan hak atas tanah tidak mengandung 

kewenangan untuk menguasai secara 

-

kan jaminan, tanah tersebut tetap berada 

pada penguasaan pemberi Hak Tanggun-

gan kecuali dalam keadaan yang dise-

butkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c 

-

tang Hak Tanggungan. Dengan demikian 

yang dapat menjadi pemegang Hak Tang-

gungan adalah siapapun juga yang ber-

wenang melakukan perbuatan perdata 

untuk memberikan utang, yaitu baik itu 

-

sia maupun orang asing atau badan hu-

kum Indonesia maupun hukum asing.

b. Obyek Hak Tanggungan

Obyek Hak Tanggungan tercantum dalam 

tentang Hak Tanggungan. Obyek Hak Tang-

gungan terdiri dari Hak Milik , Hak Guna Us-

aha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas 

2004: 29-36).

Berdasarkan penjelasan mengenai subyek 

dan obyek Hak Tanggungan tersebut terlihat 

bahwa subyek dan obyek Hak Tanggungan yang 

-

hun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan 

batasan yang luas mengenai kepemilikan tanah 

yang dijaminkan. Subyek Hak Tanggungan sep-

erti yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-

-

gungan adalah orang perorangan atau badan 

hukum. Dengan hanya menyebutkan orang per-

orangan atau badan hukum maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa subyek Hak Tanggungan 

yaitu khususnya pemberi Hak Tanggungan ti-

dak membatasi mengenai kepemilikan tanah 

yang akan dijadikan jaminan. Sedangkan dalam 

penjelasan mengenai obyek Hak Tanggungan 

1996 tentang Hak Tanggungan juga tidak dise-

butkan bahwa obyek Hak Tanggungan tersebut 

milik siapa, jadi penulis dapat menyimpulkan 

bahwa obyek Hak Tanggungan bisa merupakan 

milik pihak ketiga. 

Subyek dan obyek Hak Tanggungan yang 

memberikan batasan yang luas mengenai 

kepemilikan tanah yang dijaminkan tersebut 

menjelaskan bahwa dimungkinkannya subyek 

Hak Tanggungan adalah pihak ketiga dan obyek 

Hak Tanggungan adalah tanah yang dibawah 

kepemilikan pihak ketiga. Sebagai bentuk nyata 

-

-

dasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerin-

adalah surat tanda bukti hak, sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf 

5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Po-

kok - Pokok Agraria yang menguraikan bahwa 

pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian 

surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku seb-

agai alat pembuktian yang kuat, jadi surat-surat 

-

nah. Tanah yang dijaminkan sebagai Hak Tang-

gungan untuk mendapatkan fasilitas kredit maka 

dalam proses pembebanan Hak Tanggungan. 

bukti adanya Hak Tanggungan yang diterbitkan 

oleh Kantor Pertanahan yang memuat irah-irah 

-

irah-irah tersebut maka menunjukkan bahwa 

-

tan hukum tetap, dan berlaku sebagai pengganti 

grosse acte hypoteek sepanjang mengenai hak 

atas tanah. Dengan demikian untuk melakukan 

eksekusi terhadap Hak Tanggungan yang dibe-

bani atas tanah dilakukan tanpa harus melalui 

proses gugatan apabila Debitur cidera janji.
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Selain subyek dan obyek Hak Tanggungan 

yang dapat membuktikan dimungkinkannya ta-

nah yang dijaminkan Hak Tanggungan adalah 

hak milik pihak ketiga, penulis juga akan me-

maparkan beberapa pasal dalam Undang-un-

-

gungan yang menjelaskan mengenai pihak 

ketiga dapat terlibat dalam penjaminan hak atas 

tanah, yaitu sebagai berikut:

1996 tentang Hak Tanggungan tidak secara te-

gas menjelaskan mengenai perumusan tentang 

pihak-pihak yang terlibat langsung dengan Hak 

Tanggungan, dalam Pasal 1 ayat (2), (3), (4) dan 

-

tang Hak Tanggungan tidak disebutkan tentang 

sebenarnya dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-

-

gungan menyinggung masalah dapat terlibatnya 

pihak ketiga dalam pemberian jaminan hak atas 

tanah, dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang 

yang berbunyi:

Hak Tanggungan dapat juga dibebankan 

pada hak atas tanah berikut bangunan, tana-

man dan hasil karya yang telah ada atau 

yang akan ada yang merupakan satu kesat-

uan dengan tanah tersebut, dan yang meru-

pakan milik pemegang hak atas tanah yang 

pembebanannya dengan tegas dinyatakan 

di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan. 

Bunyi Pasal tersebut diperjelas pada penjela-

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang ber-

bunyi: 

Sebagai konsekuensi dari ketentuan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (4), pem-

bebanan Hak Tanggungan atas bangunan, 

tanaman, dan hasil karya yang merupakan 

satu kesatuan dengan tanah yang pemi-

liknya lain daripada pemegang hak atas 

tanah wajib dilakukan bersamaan dengan 

pemberian Hak Tanggungan atas tanah yang 

bersangkutan dan dinyatakan di dalam satu 

Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang di-

tandatangani bersama oleh pemiliknya dan 

pemegang hak atas tanahnya atau kuasa 

mereka, keduanya sebagai pihak pemberi 

Hak Tanggungan.

Jadi dalam pasal tersebut menyatakan ada 

kemungkinan bahwa tanah yang dijaminkan 

dengan Hak Tanggungan dapat berupa tanah 

atas milik pihak ketiga yaitu terlihat pada kalimat 

“hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan 

hasil karya yang telah ada atau yang akan ada 

yang pemiliknya lain daripada pemegang hak 

atas tanah.” Untuk dapat melakukan hak terse-

but dalam pembebanan Hak Tanggungan harus 

diikutsertakan pemiliknya atau kuasanya dalam 

penandatanganan pada akte pemberian Hak 

Tanggungan bahwa barang/bendanya tersebut 

ikut diikatkan dalam pembebanan Hak Tanggun-

gan tersebut (Ignatius Ridwan Widyadharma, 

1996: 10).

Petunjuk lain yang dapat menjelaskan keter-

libatan pihak ketiga dalam penjaminan hak atas 

tanah yaitu pada penjelasan Pasal 3 ayat (2) 

Hak Tanggungan yang menyebutkan tentang 

“dalam hubungannya dengan Debitur dan pem-

beri Hak Tanggungan kalau bukan Debitur send-

iri yang memberinya.” Maka dari bunyi penjela-

san tersebut dapat disimpulkan bahwa hak atas 

tanah bisa bukan milik dari Debitur sendiri me-

lainkan bisa diberikan oleh pihak ketiga. Dalam 

Penjelasan Pasal 3 ayat 2 juga mengatur men-

genai hubungannya dengan Debitur sendiri dan 

pemberi Hak Tanggungan kalau bukan Debitur 

sendiri yang memberinya, mereka menunjuk 

salah satu kreditur yang akan bertindak atas 

nama mereka. Misalnya mengenai siapa yang 

akan menghadap PPAT dalam pemberian Hak 

Tanggungan yang diperjanjikan dan siapa yang 

Tanggungan yang bersangkutan (Ignatius Rid-

wan Widyadharma, 1996: 8-9).

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang 

tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai 

keterlibatan pihak ketiga dalam penjaminan hak 

atas tanah, namun jika dilihat dari asas umum 

hukum perdata yaitu dimana tidak ada larangan 

hukum, tidak bertentangan dengan tata karma 

dan kepentingan umum, dan dalam Undang-

-

gungan tidak ada ketentuan yang menyebutkan 

larangan akan keterlibatan pihak ketiga dalam 

penjaminan hak atas tanah maka Debitur dalam 

hal pemberian jaminan untuk mendapatkan 

fasilitas kredit bebas untuk memakai jaminan ta-

nah milik pihak ketiga. Perbuatan Debitur yang 
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menggunakan hak atas tanah milik pihak ketiga 

dalam membebankan Hak Tanggungan atas ta-

nah tersebut kepada kreditur bila dengan sepen-

getahuan dan seizin si pemilik tanah tersebut 

maka perbuatan Debitur tersebut tidak berten-

tangan dengan ketentuan yang berlaku, karena 

4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Hak 

Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam 

tangan siapa pun obyek tersebut berada. Jadi, 

tanah milik pihak ketiga yang dijaminkan akan 

tetap berada pada penguasaan pihak ketiga, 

walaupun tanah tersebut dijadikan jaminan Hak 

Tanggungan oleh Debitur.  

Pengajuan kredit dengan menggunakan hak 

atas tanah milik pihak ketiga langkah yang ha-

rus dilakukan adalah membuat perjanjian tertulis 

supaya mengikat bagi para pihak dan menjadi 

dasar bukti yang kuat jika suatu hari terjadi suatu 

sengketa. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 

-

tang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa 

dalam pemberian Hak Tanggungan didahului 

dengan janji untuk memberikan Hak Tanggun-

gan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, 

yang dituangkan di dalam dan merupakan ba-

gian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piu-

tang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya 

yang menimbulkan utang tersebut. Janji terse-

but dapat dicantumkan dalam Akta Pemberian 

Hak Tanggungan (APHT). Proses pembebanan 

Hak Tanggungan dengan tanah milik pihak ke-

tiga didahului dengan adanya janji pemberian 

Hak Tanggungan sebagai jaminan atas Debitur 

dalam perjanjian pokok, kemudian pihak ke-

tiga sebagai pemegang hak atas tanah men-

jaminkan tanahnya kepada pihak Bank untuk 

jaminan pelunasan utang Debitur yaitu dengan 

ikut bertanda tangan dalam SKMHT bersama-

sama dengan Debitur dan Kreditur dihadapan 

itu dilakukan pembuatan Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan (APHT) dalam jangka waktu selam-

bat-lambatnya 1 bulan, seperti yang dijelaskan 

1996 tentang Hak Tanggungan. 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

harus sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-

-

gungan, dalam APHT tersebut memuat janji-janji 

yang sudah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Un-

Tanggungan, namun para pihak dapat membuat 

janji-janji lain asalkan tidak bertentangan den-

gan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. Hal ini didasarkan pada asas kebebasan 

berkontrak dalam hukum perjanjian, hal ini be-

rarti memberikan kebebasan sedemikian rupa 

sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk 

membuat atau mengadakan perjanjian yang 

mengandung apa saja yang sesuai dengan ke-

hendak para pihak yang berjanji, asalkan tidak 

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 

Janji-janji yang tercantum dalam APHT mem-

berikan kewenangan kepada pemegang Hak 

Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tang-

gungan apabila Debitur cidera janji, seperti yang 

-

mor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Apabila pemberian pembebanan Hak Tang-

gungan tersebut adalah tanah milik pihak ketiga 

yaitu sebagai bentuk jaminan pemberian kredit 

pada Debitur, maka pihak ketiga harus terlebih 

dahulu memberikan kuasa kepada Debitur. Di-

mana hal tersebut bertujuan untuk menjamin 

Debitur di dalam proses pemberian kredit oleh 

pihak kreditur. Pemberian kuasa oleh pihak ke-

tiga kepada Debitur lazimnya dituangkan dalam 

suatu bentuk perjanjian, hubungan hukum yang 

terjadi di dalamnya hanya mengikat antara pi-

hak ketiga dengan pihak Debitur. Dimana pihak 

ketiga berlaku sebagai pemberi kuasa untuk ke-

pentingan Debitur dalam pemberian kredit pada 

bank, Debitur sebagai penerima kuasa atas ba-

rang milik pihak ketiga untuk dijadikan jaminan 

dalam pemberian kredit oleh pihak kreditur, guna 

melakukan pembebanan Hak Tanggungan atas 

tanah tersebut. Pihak kreditur dalam hal ini juga 

terdapat hubungan dengan pihak ketiga, dimana 

hubungan hukum tersebut terjadi ketika pihak 

ketiga turut serta dalam acara penandatanga-

nan akta pembebanan Hak Tanggungan yang 

dilakukan dihadapan notaris. Dengan ditan-

datanganinya akta pembebanan Hak Tanggun-

gan pihak ketiga dianggap telah menyerahkan 

kepemilikan Hak Tanggungan kepada Debitur 

sebagai jaminan, maka secara otomatis   juga di-

anggap sebagai Debitur kedua dimana juga ha-

rus bertanggung jawab atas pelaksanaan kredit. 

Karena pihak ketiga telah secara sukarela mau 

terlibat dalam pemberian kredit kepada debitur 

pertama dengan meminjamkan tanahnya seb-

agai jaminan Hak Tanggungan. 

Keterlibatan pihak ketiga dalam perjanjian 
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Hak Tanggungan menimbulkan adanya avalis 

atau penanggungan dalam pelaksanaan kredit. 

Avalis atau penanggungan wajib memenuhi ke-

tentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer-

data jo Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pada 

umumnya avalis selalu dimuat dalam perjanjian 

pokok perkreditan namun biasanya avalis juga 

selalu dituangkan kembali dalam perjanjian tam-

bahan (accesoir). Pihak ketiga sebagai pemberi 

jaminan atas tanah dalam perjanjian kredit ini 

akan menjadi penanggung pelaksanaan kredit, 

jadi pihak ketiga disini wajib bertanggung jaw-

ab atas segala perbuatan Debitur yang nanti-

nya dapat merugikan dirinya sendiri. Salah 

satu tanggung jawab pihak ketiga yaitu apabila 

Debitur wanprestasi, maka pihak ketiga harus 

merelakan tanah miliknya untuk dieksekusi oleh 

Kreditur dengan cara dijual dimuka umum di-

mana hasil penjualannya akan digunakan untuk 

membayar utang Debitur. Memang penjualan ta-

nah milik pihak ketiga dirasa sangat merugikan 

karena yang berbuat salah yaitu Debitur, namun 

karena pihak ketiga sudah mau terlibat dalam 

perjanjian kredit ini maka dari itu pihak ketiga 

wajib bertanggung jawab atas segala yang di-

lakukan oleh Debitur.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa ke-

tentuan dalam 

1996 Tentang Hak Tanggungan secara tersirat 

menjelaskan mengenai keterlibatan pihak ketiga 

dalam pemberian jaminan hak atas tanah. Un-

tuk mengenai tata cara pemberian, pendaftaran, 

peralihan, hapusnya Hak Tanggungan, eksekusi 

Hak Tanggungan, pencoretan Hak Tanggungan, 

dan sanksi administratif dalam Undang-Undang 

 

pengaturannya sama dengan jaminan yang di-

berikan oleh Debitur sendiri, karena pihak ke-

tiga juga telah dianggap sebagai debitur kedua 

dalam perjanjian kredit setelah menyerahkan 

kepemilikan Hak Tanggungan maka pihak ketiga 

dan debitur telah dianggap sama kedudukannya 

dalam perjanjian kredit tersebut.

 Aturan hukum mengenai pelaksanaan pem-

bebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjan-

jian kredit bertujuan untuk memberikan kepas-

tian dan perlindungan hukum bagi semua pihak 

dalam memanfaatkan tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah sebagai 

jaminan kredit. Untuk itu, praktik pengikatan 

kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam 

kegiatan perbankan hendaknya dapat pula di-

laksanakan sesuai dengan apa yang telah dia-

tentang Hak Tanggungan. Maksud adanya 

Hak Tanggungan tersebut adalah dimaksudkan 

guna memberi dan memberikan perlindungan 

yang seimbang dan baik terhadap penerima 

kredit dan pemberi kredit dengan diperlakukan-

nya lembaga hak jaminan yang kuat serta mem-

berikan kepastian hukum pula (Ignatius Ridwan 

Widyadharma, 1996: 5). Hak Tanggungan mem-

berikan kepastian dan perlindungan hukum bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian 

kredit, kepastian dan perlindungan hukum terse-

but bisa dilihat dari adanya syarat spesialitas 

dan syarat publisitas. 

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yai-

tu perlindungan hukum preventif dan perlindun-

gan hukum represif. Perlindungan Hukum Pre-

ventif merupakan Perlindungan yang diberikan 

oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dengan 

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran 

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalam melakukan sutu kewajiban, se-

dangkan Perlindungan hukum Represif meru-

pakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti 

denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau 

telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 

2003:20).  

Perlindungan hukum preventif yang diberi-

kan untuk pihak ketiga pemberi Hak Tanggun-

gan dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) dalam pembuatan APHT 

Pejabat Pembuat Akta Tanah akan melibatkan 

pihak ketiga pemilik tanah secara langsung 

dari awal sampai selesainya pembuatan APHT. 

Dalam proses pembuatan APHT Pejabat Pem-

buat Akta Tanah akan menerangkan berbagai 

hal yang tercantum dalam APHT serta men-

erangkan segala akibat apabila Debitur wan-

prestasi yang dapat mengakibatkan pemberi 

Hak Tanggungan dirugikan. Perlindungan hu-

dengan pembuatan akta perjanjian kredit. Akta 

perjanjian kredit bersifat mengikat para pihak 

yang membuatnya. Dalam akta perjanjian kredit 

harus disebutkan secara jelas para pihak yg ter-

libat, jumlah hutang yang harus dibayar serta 
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jatuh temponya, dan juga jaminan yang digu-

nakan untuk menjamin hutang harus disebutkan 

pihak ketiga yang memberikan jaminan hak atas 

tanahnya dapat mendapatkan perlindungan, 

karena dalam akta perjanjian kredit disebutkan 

-

but milik siapa, letak tanah dan lebar tanahnya. 

Dari pihak Bank juga memberikan Perlindungan 

hukum preventif dengan menawarkan pembua-

tan perjanjian tersendiri antara kedua belah pi-

hak yang bertujuan untuk melindungi pihak ke-

tiga pemberi Hak Tanggungan. Dengan adanya 

perjanjian tersendiri antara pihak ketiga dengan 

Debitur tersebut dapat digunakan sebagai alat 

bukti guna mengantisipasi timbulnya sengketa 

dikemudian hari. 

1996 Tentang Hak Tanggungan juga mem-

berikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga 

pemberi Hak Tanggungan, dimana dalam pasal 

tersebut memberikan larangan bagi pemberian 

Hak Tanggungan yang disertai janji bahwa apa-

bila Debitur cidera janji maka Kreditur karena 

hukum akan menjadi pemilik objek Hak Tang-

gungan, dan apabila tetap diadakan janji demiki-

an maka akan batal demi hukum. 

Perlindungan hukum represif dalam Hak 

Tanggungan terdapat pada Pasal 23 Undang-

Tanggungan yang mengatur tentang sanksi ad-

ministratif yang dijatukan kepada pejabat, yaitu 

ketentuan yang diatur dalam hal pembuatan 

akta pemberian Hak Tanggungan dan surat 

kuasa membebankan Hak Tanggungan. Dalam 

pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan 

dan surat kuasa membebankan Hak Tanggun-

keaslian data maka diharapkan tidak adanya 

suatu rekayasa data. Dengan adanya sanksi 

bagi pejabat maka para pejabat akan lebih 

dapat bertanggung jawab dalam melakukan pe-

kerjaannya, dan dengan pekerjaan pejabat yang 

sesuai dengan peraturan tersebut maka dapat 

memberikan perlindungan bagi pihak ketiga 

pemberi Hak Tanggungan, karena pihak ketiga 

pemberi Hak Tanggungan akan mendapatkan 

pelayanan yang baik.

D. Simpulan

Keterlibatan pihak ketiga dalam penjami-

nan hak atas tanah dapat dijelaskan dengan 

melihat beberapa pasal dalam Undang-undang 

yaitu  dalam pasal 1 ayat (2), (3), (4), (6) ten-

tang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

Hak Tanggungan, Pasal 4 tentang obyek Hak 

Tanggungan dan Pasal 8 tentang subyek Hak 

Tanggungan, dalam pasal tersebut terlihat mem-

berikan batasan yang luas mengenai kepemi-

likan tanah yang akan dijadikan jaminan. Dalam 

Pasal 4 ayat (4),  Pasal 4 ayat (5) dan Penjela-

4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juga 

menunjukkan bahwa ada kemungkinan bah-

wa tanah yang dijaminkan dengan Hak Tang-

gungan dapat berupa tanah atas milik pihak 

ketiga. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang 

menjelaskan Hak Tanggungan tetap mengikuti 

obyeknya dalam tangan siapa pun obyek terse-

but berada, jadi bila dalam pembebanan Hak 

Tanggungan atas tanah milik pihak ketiga den-

gan sepengetahuan dan seizin sipemilik tanah 

tersebut maka perbuatan Debitur tersebut tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 

Mengenai tata cara pemberian, pendaftaran, 

peralihan, hapusnya Hak Tanggungan, eksekusi 

Hak Tanggungan, pencoretan Hak Tanggungan, 

dan sanksi administratif dalam Undang-Undang 

 

pengaturannya sama dengan jaminan yang di-

berikan oleh Debitur sendiri, karena pihak ke-

tiga juga telah dianggap sebagai debitur kedua 

dalam perjanjian kredit setelah menyerahkan 

kepemilikan Hak Tanggungan maka pihak ketiga 

dan debitur telah dianggap sama kedudukannya 

dalam perjanjian kredit tersebut.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan 

hukum represif. Perlindungan hukum preventif  

bagi pihak ketiga dapat diberikan oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yaitu dengan pelayanan 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

-

taris dengan pembuatan akta perjanjian kredit  

dan juga oleh Bank yaitu dengan menawarkan 

pembuatan perjanjian tersendiri antara kedua 

belah pihak. Perlindungan hukum represif dalam 

Hak Tanggungan terdapat pada Pasal 23 Un-
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Tanggungan yang mengatur tentang sanksi ad-

ministratif yang dijatuhkan kepada pejabat yaitu 

apabila pejabat lalai atau melanggar ketentuan 

yang diatur dalam hal pembuatan akta pembe-

rian Hak Tanggungan dan surat kuasa membe-

bankan Hak Tanggungan. Dalam pembuatan 

akta pemberian Hak Tanggungan dan surat kua-

sa membebankan Hak Tanggungan PPAT dan 

maka diharapkan tidak adanya suatu rekayasa 

data. Dengan adanya sanksi bagi pejabat maka 

para pejabat akan lebih dapat bertanggung jaw-

ab dalam melakukan pekerjaannya, dan dengan 

pekerjaan pejabat yang sesuai dengan peraturan 

tersebut maka dapat memberikan perlindungan 

bagi pihak ketiga pemberi Hak Tanggungan.

E. Saran

1. Bagi Pemerintah diharapkan memperbaiki 

-

tang Hak Tanggungan mengenai ketentuan-

ketentuan yang menjelaskan tentang keter-

libatan pihak ketiga dalam penjaminan hak 

atas tanah, khususnya pada pasal 1 terkait 

pihak-pihak yang berhubungan langsung 

dalam jaminan Hak Tanggungan seharus-

nya diperjelas bahwa pihak ketiga juga dapat 

menjadi pihak-pihak dalam jaminan Hak 

Tanggungan dan juga menambahkan pen-

gaturan mengenai perlindungan hukum para 

pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit 

dengan jaminan Hak Tanggungan khusus-

nya pihak ketiga pemberi Hak Tanggungan, 

-

hun 1996 Tentang Hak Tanggungan saat ini 

hanya mengatur perlindungan hukum bagi 

Kreditur saja. Selain itu juga diharapkan 

untuk menambahkan beberapa pasal men-

genai upaya hukum yang dapat dilakukan 

oleh pemberi Hak Tanggungan jika terjadi 

eksekusi yang merugikan. Sehingga perlind-

4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan  an-

tara pemegang Hak Tanggungan dan pem-

beri Hak tanggungan diatur secara seimbang 

dan juga untuk mengantisipasi akibat hukum 

yang dapat terjadi.

2. Bagi pihak ketiga pemberi Hak Tanggungan 

harus berhati-hati dalam meminjamkan serti-

lain, diharapkan pihak ketiga sudah harus 

mengenal Debitur dengan baik, dan selain 

itu diharapkan pihak ketiga selalu memantau 

pembayaran pelunasan kredit Debitur terse-

but sehingga apabila Debitur terlambat untuk 

melunasi utangnya maka pihak ketiga dapat 

segera mengingatkan Debitur agar cepat 

membayar utangnya supaya tanah milik pi-

hak ketiga yang dijaminkan tersebut tetap 

aman dan terhindar dari eksekusi kreditur.
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